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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Di divisi sales marketing Widya Mandala Hall memberikan pemahaman 

bahwa meskipun sistem pengarsipan sudah ada dan digunakan, masih ada beberapa 

kesalahan dalam pengarsipan surat kontrak kerja sama. Kesalahan dalam 

pengarsipan ini juga disebabkan karena manajemen Widya Mandala Hall belum 

memiliki POS pengarsipan, sehingga penulis berinisiatif untuk menyusun dan 

membuat POS pengarsipan. Dengan adanya POS pengarsipan surat kontrak kerja 

sama ini, manajemen Widya Mandala Hall diharapkan dapat meningkatkan 

efisiensi dan konsistensi kinerja dalam pengarsipan surat kontrak kerja sama. Hal 

ini dapat tercapai melalui penjelasan dari tujuan pembuatan POS, manfaat, serta 

prosedur yang detail dalam pengarsipan surat kontrak kerja sama. 

Dengan adanya POS ini juga diharapkan bisa memastikan konsistensi 

kinerja, menjelaskan alur tugas dan tanggung jawab serta memberikan panduan 

dokumen yang dibutuhkan. Dengan adanya panduan yang jelas, setiap karyawan di 

divisi sales marketing dapat mengikuti langkah-langkah yang baku dalam proses 

pengarsipan, mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi kerja. 

Supaya pada saat dokumen tersebut dibutuhkan proses pencarian lebih cepat, 

lengkap. 

Prosedur operasional standar surat kontrak kerja sama yang diterapkan 

meliputi 5 jenis yaitu: pengarsipan surat kontrak kerja sama DP selesai, pengarsipan 

surat kontrak kerja sama lunas event belum terjadi, pengarsipan surat kontrak kerja 

sama event selesai belum pembayaran, pengarsipan surat kontrak kerja sama selesai 

dan penyimpanan tetap. Setiap jenis memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan 

melibatkan verifikasi oleh operation manager, memastikan bahwa dokumen yang 

diarsipkan telah periksa dan diketahui oleh operation manager. 
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5.2 Saran 

Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan kegiatan PKL di Widya 

Mandala Hall, penulis memberikan tiga saran untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pengarsipan surat kontrak kerja sama di Widya Mandala Hall: 

1. Mengaplikasikan POS yang penulis usulkan, POS yang telah dibuat oleh 

penulis ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam 

mengelola arsip surat kontrak kerja sama (SKK). Dengan adanya POS, 

setiap tahapan pengarsipan akan mengikuti prosedur standar yang telah 

ditetapkan, mulai pengarsipan awal hingga penyimpanan tetap. Hal ini akan 

mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa setiap dokumen 

tersimpan dengan rapi dan mudah ditemukan kembali. 

2. Dalam pengarsipan tetap disarankan agar proses pengarsipan tidak harus 

menunggu hingga satu tahun dari tahun berjalan. Pengarsipan tetap 

sebaiknya dilakukan setelah surat kontrak kerja sama dinyatakan selesai lalu 

di simpan pada penyimpanan tetap. Penundaan pengarsipan selama satu 

tahun dapat menyebabkan penumpukan dokumen dan dalam mengakses 

informasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan secara cepat.  

3. Mengadakan sosialisasi mengenai POS pengarsipan kepada seluruh unit 

kerja yang terkait, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pihak 

yang terkait dalam pengarsipan surat kontrak kerja sama ini memahami dan 

mampu menerapkan POS dengan benar. Sosialisasi ini bisa dilakukan 

berupa pelatihan yang menjelaskan secara detail setiap langkah dalam POS, 

termasuk tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab masing-masing pihak. 

Dengan sosialisasi ini, semua karyawan akan memiliki pemahaman yang 

sama mengenai pentingnya pengarsipan yang benar, sehingga kesalahan 

dapat diminimalisir dan efektivitas pengelolaan arsip dapat ditingkatkan.  
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